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Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola pelayanan serta prosedur 

pelimpahan porsi haji kepada ahli waris yang dilakukan oleh bidang PHU Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. Studi ini menggunakan metode penelitian 

lapangan (field research) dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan pengumpulan 

data langsung di lapangan melalui wawancara dan observasi. Teknik analisis data 

dilakukan melalui tahapan pengumpulan, seleksi, dan penyimpulan data. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa (1) manajemen pelayanan pelimpahan porsi haji di 

Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu mengikuti regulasi yang tertuang dalam Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2019, yang menjadi landasan hukum dalam mengatur 

prosedur pelimpahan agar lebih terstruktur dan menghindari ketidakpastian; (2) 

Pelimpahan porsi haji kepada ahli waris dilakukan sesuai ketentuan dalam UU No. 8 

Tahun 2019, Keputusan Dirjen No. 130, serta SOP No. 245. Proses ini diterapkan bagi 

jamaah haji yang meninggal dunia atau mengalami kondisi kesehatan yang 

menyebabkan ketidakmampuan permanen sebelum keberangkatan haji. Ahli waris 

yang berhak menerima pelimpahan mencakup suami-istri, anak kandung, saudara 

kandung, serta orang tua. 

Kata kunci: Manajemen Pelayanan, Pelimpahan, Ahli Waris 
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Abstract  

This study aims to analyze the management of services and the procedures for 

transferring hajj quotas to heirs carried out by the Hajj and Umrah Management 

Division at the Regional Office of the Ministry of Religious Affairs of Bengkulu 

Province.This research employs a field research method with a qualitative approach, 

involving direct data collection through interviews and observations. Data analysis 

techniques include data collection, selection, and conclusion drawing. The findings 

reveal that (1) the management of hajj quota delegation services at the Regional Office 

of the Ministry of Religious Affairs of Bengkulu Province follows regulations outlined in 

Law No. 8 of 2019, which provides a legal basis and structured procedures to prevent 

uncertainty; (2) The delegation of hajj quotas to heirs is conducted in accordance with 

Law No. 8 of 2019, Director General’s Decree No. 130, and SOP No. 245. This process 

applies to hajj pilgrims who pass away or suffer from permanent illness before 

performing the pilgrimage. Eligible heirs include spouses, biological children, siblings, 

and parents. 

Keywords: Service Management, Delegetion, Heirs 

 

 

 

1. Pendahuluan  

Haji merupakan salah satu rukun Islam yang kelima yang diwajibkan oleh 

Allah SWT kepada orang-orang yang mampu menunaikannya, yakni memiliki 

kesanggupan biaya serta sehat jasmani dan rohani untuk menunaikan perintah 

tersebut. Hukum menunaikan ibadah haji adalah wajib sebagaimana perintah-

Nya pada Q.S. Ali Imran (3: 97).   

ِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبيَْتِ مَنِ اسْتطََاعَ اِليَْهِ سَ فيِْهِ اٰيٰتٌٌۢ بيَ نِٰتٌ  قَامُ ابِْرٰهِيْمَ ەۚ وَمَنْ دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا ۗ وَلِِلّه بيِْلًً ۗ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ مَّ

َ غَنِيٌّ عَنِ الْعٰلمَِيْنَ   .اللّٰه

Artinya: i“Padanya iterdapat itanda-tanda iyang inyata, i(di iantaranya) imaqam 

iIbrahim; ibarangsiapa imemasukinya i(Baitullah iitu) imenjadi iamanlah idia; 

imengerjakan ihaji iadalah ikewajiban imanusia iterhadap iAllah, iyaitu i(bagi) 

iorang iyang isanggup imengadakan iperjalanan ike iBaitullah. iBarangsiapa 

imengingkari i(kewajiban ihaji), imaka isesungguhnya iAllah iMaha iKaya i(tidak 

imemerlukan isesuatu) idari isemesta ialam.” 

Haji tidak hanya sekadar ibadah, tetapi juga mencerminkan pencapaian 

spiritual dan sosial bagi umat Islam, terutama di Indonesia, yang merupakan 

negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia(R. Anggraini et al., 

2024). Sebagai salah satu ritual keagamaan utama dalam Islam, pelaksanaan 



 

 

 

 

 

Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah/Vol. 10, No. 2, 2025 

1064 

haji diawali dengan talbiyah sebagai wujud kesiapan dalam memenuhi 

panggilan Allah. Selain memiliki nilai spiritual yang mendalam, haji juga dapat 

meningkatkan status sosial bagi jamaah yang telah menunaikannya. Setiap 

Muslim yang menjalankan ibadah haji berharap memperoleh predikat Haji 

Mabrur, yang diyakini membawa ganjaran besar di kehidupan akhirat. 

Ibadah haji adalah suatu bentuk ibadah haji yang sangat dirindukan dan 

menjadi cita-cita utama setiap muslim untuk menyempurnakan keislamannya. 

Ibadah haji merupakan ibadah besar karena untuk melaksanakannya selain 

membutuhkan biaya yang besar (bagi muslim yang bertempat tinggal jauh dari 

Makkah), juga membutuhkan kekuatan fisik(E. Anggraini, n.d.). Di Indonesia 

menunaikan ibadah haji merupakan dambaan seluruh masyarakat muslim, kita 

bisa melihat di daerah-daerah, menunaikan ibadah haji tidak hanya sebagai 

pencapaian puncak spiritual seseorang dalam menjalankan agamanya namun 

juga sebagai salah satu bentuk simbol eksistensi seseorang di tengah 

lingkungan sosial dan masyarakat, hal inilah yang mendorong semangat atau 

ghiroh umat Islam di Indonesia sangatlah tinggi sehingga di setiap 

penyelenggaraan haji tiap tahunya kontingen jemaah haji Indonesia adalah 

yang terbesar di seluruh Negara, dengan ini cukup beralasan mengingat 

Indonesia termasuk urutan atas Negara dengan populasi jumlah umat Islam 

tertinggi di dunia. 

Pelayanan ibadah haji merupakan salah satu tanggung jawab dari 

Kementerian Agama. Sebagai komponen pemerintahan, pelayanan 

didefinisikan sebagai proses yang digunakan untuk memenuhi semua 

kebutuhan masyarakat berdasarkan hak masyarakat itu sendiri(Yohana, 2023). 

Kegiatan penyelenggaraan ibadah haji bersifat masif yakni melibatkan banyak 

pihak, bersifat lintas Kementerian dan Swasta, serta melibatkan jumlah 

anggaran besar. Sehingganya secara singkat dapat dikatakan bahwa 

diperlukannya pelayanan haji yang efektif dan efisien. Rangkaian kegiatan 

penyelenggaraan ibadah haji diantaranya yaitu pembinaan, pelayanan dan 

perlindungan pelaksanaan ibadah haji. Pelayanan merupakan suatu sikap atau 

cara dalam melayani jemaah agar mendapatkan kepuasan yang meliputi 

kecepatan, ketepatan, keramahan, dan kenyamanan. Salah isatu iketentuan 

iyang imenarik ipada iUU iPenyelenggaraan iIbadah iHaji idan iUmrah iadalah 

iadanya iketentuan ipelimpahan inomor iporsi ihaji iyang imeninggal idunia. 

iPelimpahan inomor iporsi ihaji itersebut idapat idiberikan ikepada isuami, iistri, 

iayah, iibu, ianak ikandung iatau isaudara ikandung iyang iditunjuk idan 

idisepakati. iArtinya inomor iporsi ihaji iyang itelah iterdaftar idapat idiwariskan 
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ikepada isalah isatu iahli iwaris iyang itelah idipilih idan idisepakati ioleh ipara 

iahli iwaris itersebut. 

Jumlah iporsi ihaji iyang idapat idiwariskan ikepada iahli iwaris iini iadalah 

imasalah ikewarisan iyang imenarik iuntuk idibahas ikarena ihanya idiberikan 

ikepada iseorang iahli iwaris. iNamun, ipeninggalan ijemaah ihaji iadalah 

itabungan iBPIH isebesar i25 ijuta irupiah iyang idisetorkan isaat imendaftar 

isebagai ijemaah ihaji idi iKantor iKementerian iAgama iKabupaten/Kota i(juga 

idikenal isebagai iKankemenag iKabupaten/Kota). iNamun, iundang-undang 

ijuga imengizinkan iahli iwaris iuntuk imenjadi ipewaris(Islamy & Harahap, 

2021). Proses pelimpahan nomor porsi haji harus memenuhi berbagai 

persyaratan yang tercantum dalam keputusan Direktur Jenderal 

Penyelenggaraan Haji dan Umroh Nomor 130 tahun 2020. Setelah iitu, iorang 

iyang imenerima inomor iporsi ijemaah ihaji imembuka irekening itabungan 

ijemaah ihaji idi ibank iyang isama iyang idigunakan ioleh ijemaah ihaji iyang 

imeninggal idunia iatau isakit ipermanen. iSelanjutnya, iuntuk imenerima 

ipelimpahan inomor iporsi ijemaah ihaji iyang imeninggal idunia iatau isakit 

ipermanen, ipenerima iharus iberusia iminimal i12 tahun ipada isaat ipengajuan 

ipelimpahan. iSementara iitu, iuntuk imelakukan ihaji, ipenerima iharus iberusia 

iminimal i18 itahun iatau isudah imenikah. 

Prosedur ipelimpahan inomor iporsi ihaji idimulai idengan imengajukan 

imendatangi ipihak iKankemenag iKabupaten/Kota idengan imenyerahkan 

isurat ipermohonan ipelimpahan idari iahli iwaris/ ikuasa iwaris iyang iditujukan 

ikepada iKepala iKankemenag iKabupaten/ iKota; iBukti iAsli iSetoran iBPIH; 

iAsli iSurat iKuasa ipenunjukkan; iFotocopi iBuku iTabungan iyang imasih iaktif 

iatas inama iJemaah iHaji iyang ibersangkutan; iSPPH i(Surat iPendaftaran 

iPergi iHaji); iFotocopi iAkta iKematian idari iDukcapil; iSurat iKeterangan iWaris 

ibermaterai; iAsli iSurat iKeterangan iTanggung iJawab iMutlak i(SPTJM); 

iFotocopi iKTP iAhli iWaris; idokumen ikependudukan ipenerima idan 

imenunjukkan iaslinya, idan ifotocopi ibuku itabungan ipenerima inomor iporsi 

ihaji. iSetelah iitu, iKepala iKantor iWilayah iKementerian iAgama iProvinsi ilebih 

itepatnya iKepala iBidang iPenyelenggaraan iHaji idan iUmrah imelakukan 

ivalidasi iberkas ipersyaratan ipelimpahan inomor iporsi iyang idiunggah ioleh 

iPetugas iKantor iKementerian iAgama iKabupaten/Kota ipada iaplikasi 

iSiskohat. iDalam ihal idokumen ipersyaratan iyang idiunggah iTidak iLengkap 

iatau iterdapat ikesalahan iunggahan, ipetugas iKantor iWilayah iKementerian 

iAgama iProvinsi, iKepala iBidang iPenyelenggaraan iHaji idan iUmrah 
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imengembalikan ipengajuan ipelimpahan inomor iporsi ikepada iKantor 

iKementerian iAgama iKabupaten/Kota iuntuk idiperbaiki.(Chan, 2022) 

Dalam ihal iseluruh iberkas ipersyaratan itelah itervalidasi, iKepala 

iKantor iWilayah iKementerian iAgama iProvinsi, iKepala iBidang 

iPenyelenggaraan iHaji idan iUmrah imemberikan ipersetujuan imelalui iaplikasi 

iSiskohat idan imembuat ijadwal ipelaksanaan iwawancara idan iverifikasi 

idokumen iasli. iPetugas ipada iDirektorat iJenderal iPenyelenggaraan iHaji 

idan iUmrah imembuka iblokir inomor iporsi iyang iakan idilimpahkan ipada 

iaplikasi iSiskohat isetelah iKepala iKantor iWilayah iKementerian iAgama 

iProvinsi, iKepala iBidang iPenyelenggaraan iHaji idan iUmrah imembuat 

ijadwal ipelaksanaan iwawancara idan iverifikasi idokumen iasli. Penelitian ini 

betujuan untuk mengetahui manajemen pelayanan pelimpahan porsi haji 

kepada ahli waris yang dilakukan oleh pihak Kanwil Kemenag Provinsi 

Bengkulu dan untuk mengetahui proses penentuan pelimpahan porsi haji 

kepada ahli waris di Kanwil Kemenag Provinsi Bengkulu. 

 

2. Kajian Pustaka  

2.1. Manajemen  

1. Pengertian iManajemen 

secara etimologis berasal dari kata to manage dalam bahasa Inggris 

yang berarti mengatur, dan dalam bahasa Arab dari kata an-nizām dan at-

tanzīm yang berarti menempatkan segala sesuatu pada tempatnya. Secara 

terminologis, manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja yang 

melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan 

pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya, baik manusia maupun 

non-manusia, untuk mencapai tujuan tertentu secara efektif dan efisien. 

Menurut G. R. Terry, manajemen adalah proses yang terdiri atas fungsi-

fungsi inti: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan 

pengendalian guna mencapai tujuan melalui penggunaan sumber daya 

manusia dan sumber daya lainnya. Stoner juga menegaskan bahwa 

manajemen merupakan proses terpadu untuk mengarahkan upaya anggota 

organisasi dengan memanfaatkan berbagai sumber daya dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

2. Fungsi-Fungsi iManajemen 

a. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah proses awal dalam manajemen yang bertujuan 

untuk menetapkan tujuan, menentukan tugas utama, serta merancang 
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langkah-langkah yang efektif dan efisien. Ini mencakup penyiapan 

sumber daya seperti bahan baku, alat, modal, dan tenaga kerja untuk 

mencapai keberhasilan organisasi. Perencanaan juga menekankan 

pentingnya kesadaran akan tujuan, sebagaimana tercantum dalam QS. 

Al-Hashr (59:18). 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian adalah proses pengelompokan dan pengaturan 

sumber daya manusia agar dapat bekerja sebagai satu kesatuan 

menuju pencapaian tujuan yang telah direncanakan. Fungsi ini 

mencakup pembagian tugas yang disesuaikan dengan bidang dan 

keahlian masing-masing individu. Prinsip ini sejalan dengan QS. Al-

Baqarah (2:286) 

c. Pelaksanaan (Actuating) 

Pelaksanaan adalah tindakan untuk membimbing, mengarahkan, dan 

memotivasi individu agar bekerja secara efektif, tekun, dan sukarela. 

Fungsi ini merupakan inti dari manajemen karena berfokus pada 

penggerakan sumber daya manusia untuk menghasilkan kinerja yang 

optimal. 

d. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan merupakan upaya memastikan seluruh aktivitas 

organisasi berjalan sesuai rencana, aturan, dan standar yang telah 

ditetapkan. Tujuannya adalah untuk mencegah kesalahan, 

penyalahgunaan wewenang, serta kebocoran sumber daya dalam 

pelaksanaan kegiatan. 

3. Unsur-Unsur iManajemen 

a. Man i(Manusia), iSumber idaya imanusia idiperlukan iuntuk imemimpin, 

imenggerakkan ikaryawan, idan imemberikan itenaga idan ipikiran 

iuntuk ikemajuan idan ikelangsungan iorganisasi. iBisa ijuga idisebut 

ikewirausahaan iatau ileadership. 

b. Material i(Bahan). iBahan ibaku, ibahan isetengah ijadi, iatau ibarang 

ijadi idapat imenjadi isalah isatu ikomponen iproduksi iperusahaan iatau 

iorganisasi. i 

c. Machine i(Mesin). iMesin iadalah iperalatan iyang idigunakan ioleh 

isuatu ilembaga idan imerupakan ikomponen ipenting idalam 

imenjalankan ioperasi iorganisasi. 

d. Money i(Uang). iSegala isesuatu iyang idigunakan iuntuk imendapatkan 

isumber idaya iorganisasi idibagi imenjadi idua: imodal itetap, iyang 
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iterdiri idari itanah, igedung, idan imesin, iserta imodal ikerja, iyang 

iterdiri idari ikas idan ipiutang. i 

e. Method i(Metode). iDalam ilembaga ipendidikan, iMetode 

ipembelajaran iyang idirancang ioleh iguru isangat ipenting iuntuk 

imenjelaskan ipelajaran idi isekolah ikarena iakan imemengaruhi 

ibagaimana isiswa imemahami ipelajaran. 

f. Market i(Pasar), iadalah itempat iyang imana ibisa imenjual ibarang 

idan ijasa. 

2.2.  Pelayanan  

Pelayanan adalah proses pemberian jasa yang tidak berwujud oleh 

individu atau organisasi untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan 

pelanggan, melalui perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Menurut Kotler, pelayanan tidak menghasilkan kepemilikan, 

tetapi memberikan manfaat kepada penerima. 

Dalam konteks ibadah haji, pelayanan mencakup aspek administratif, 

ibadah, kesehatan, dan layanan umum yang bertujuan memberikan 

kemudahan dan kepuasan kepada jemaah. Penelitian ini memaknai 

pelayanan sebagai interaksi antara jemaah dan petugas dalam pengurusan 

pelimpahan nomor porsi bagi jemaah yang wafat atau sakit permanen. 

2.3.  Pelimpahan Porsi Haji Kepada Ahli Waris 

Ahli waris merupakan pihak yang berhak menerima warisan dari pewaris 

berdasarkan ketentuan hukum Islam, dengan syarat pewaris telah meninggal 

dunia dan ahli waris masih hidup pada saat kematian tersebut. Kompilasi 

Hukum Islam Pasal 171 huruf (c) menyatakan bahwa ahli waris adalah individu 

yang memiliki hubungan hukum dengan pewaris dan tidak terhalang secara 

hukum untuk menerima warisan. Jika ahli waris meninggal lebih dahulu, maka 

haknya dapat dialihkan kepada keturunannya sebagai ahli waris pengganti. 

Dalam konteks pelimpahan porsi haji, hukum Islam dan regulasi 

Indonesia membolehkan porsi haji yang telah didaftarkan dan dibayarkan oleh 

calon jemaah yang meninggal dunia untuk dialihkan kepada ahli warisnya. 

Berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI No. 11 Tahun 2024, pelimpahan 

porsi haji dilakukan melalui prosedur administratif yang mencakup pengajuan 

permohonan disertai dokumen sah seperti akta kematian dan bukti 

pembayaran biaya haji. Pelimpahan ini berlaku dalam batas waktu tertentu 

dan pelaksanaan haji oleh ahli waris bergantung pada ketersediaan kuota 

tahun berjalan atau berikutnya. 

3. Metode Penelitian 
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Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. 

Dalam pelaksanaannya, peneliti akan mengumpulkan data langsung dari 

lapangan, merumuskan pertanyaan serta prosedur penelitian, memperoleh 

informasi spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif dari aspek 

yang lebih khusus ke lebih umum, serta menafsirkan makna dari data yang 

dikumpulkan. Pendekatan deskriptif dipilih untuk menggali informasi secara lebih 

mendalam dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan. Dengan demikian, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh 

mengenai Manajemen Pelayanan Pelimpahan Porsi Haji kepada Ahli Waris di 

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu. 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (field research) yang 

bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dari sumber-

sumber yang relevan. Oleh karena itu, studi lapangan diterapkan guna menggali 

lebih jauh mengenai Manajemen Pelayanan Pelimpahan Porsi Haji kepada Ahli 

Waris di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu pada Tahun 

2024M/1445H. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan 

petugas Kanwil Kementerian Agama Bengkulu bidang PHU, observasi langsung 

terhadap prosedur pelimpahan, serta analisis dokumen resmi yang berkaitan 

dengan kebijakan pelimpahan porsi haji. 

Analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, reduksi data, penyajian 

data, menggabungkannya ke dalam rumusan, memilih dan mengurutkan hal-hal 

yang penting untuk dipelajari, dan menarik kesimpulan. Proses analisis data 

diawali dengan menelaah informasi yang berasal dari berbagai sumber seperti: 

Bahan wawancara, observasi yang tercatat dalam catatan lapangan tempat 

penelitian, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain-lain. 

4. Hasil dan Pembahasan 

4.1. Manajemen Pelayanan Pelimpahan Porsi Haji Kepada Ahli Waris di Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu 

Manajemen yang efisien dan responsif merupakan faktor utama dalam 

keberhasilan penyelenggaraan ibadah haji, khususnya dalam aspek 

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah. Keberhasilan pelaksanaan 

ibadah haji di Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Bengkulu sangat 

dipengaruhi oleh penerapan prinsip manajerial yang melibatkan empat fungsi 

utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Keempat fungsi ini memiliki peran penting dalam mencapai 

tujuan penyelenggaraan haji secara optimal. Saat ini, pengelolaan haji dan 

umrah di Indonesia semakin mengutamakan efisiensi waktu, dengan prinsip 
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bahwa semakin cepat proses manajerial dilakukan, semakin maksimal hasil 

yang diperoleh. Pendekatan ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-

Undang No. 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umrah, yang 

menekankan pentingnya pengelolaan yang cepat, efektif, dan akuntabel di 

setiap tahapannya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur kewajiban 

penyelenggara untuk memastikan bahwa seluruh proses pelaksanaan ibadah 

sesuai dengan hukum dan syariat Islam. 

Dalam upaya meningkatkan kualitas layanan, Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Nomor 245 menjadi pedoman utama dalam 

penyelenggaraan haji dan umrah. SOP ini mencakup berbagai prosedur, 

mulai dari tahap pendaftaran dan verifikasi data calon jamaah, pengaturan 

keberangkatan serta kepulangan, hingga penerapan protokol kesehatan yang 

wajib dipatuhi oleh penyelenggara. Dengan adanya SOP ini, diharapkan 

seluruh proses penyelenggaraan ibadah haji dan umrah dapat berlangsung 

secara sistematis dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan, sehingga 

percepatan proses manajerial tidak mengorbankan kualitas layanan yang 

diberikan. 

Hasil penelitian mengungkapkan bahwa pelimpahan porsi haji hanya 

dapat dilakukan dalam kondisi tertentu, yaitu ketika jamaah yang 

bersangkutan meninggal dunia atau mengalami sakit permanen. Kondisi ini 

harus dibuktikan dengan surat keterangan medis resmi dari rumah sakit 

pemerintah atau puskesmas. Oleh karena itu, pelimpahan porsi haji tidak 

dapat dilakukan sebelum persyaratan tersebut terpenuhi, yang menunjukkan 

pentingnya bukti medis yang sah sebagai dasar dalam proses pelimpahan. 

Selain itu, pemahaman yang mendalam mengenai regulasi ini menjadi 

hal krusial bagi calon ahli waris yang berhak menerima porsi haji. Kejelasan 

aturan memberikan landasan hukum yang kuat untuk memastikan bahwa 

setiap proses pelimpahan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Penelitian ini juga menemukan bahwa adanya sanksi hukum bagi pihak yang 

melanggar aturan menjadi bagian dari sistem pengawasan guna menjamin 

pelaksanaan kebijakan yang adil dan sesuai prosedur. Dengan demikian, 

regulasi yang ada tidak hanya berfungsi untuk menjamin keadilan, tetapi juga 

memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan ibadah 

haji dan umrah. 

4.2. Proses Penentuan Pelimpahan Porsi Haji Kepada Ahli Waris di Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Bengkulu 
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Pelimpahan porsi haji kepada ahli waris umumnya didasarkan pada 

prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks ini, porsi haji merujuk pada hak 

keberangkatan seseorang yang telah mendaftar haji tetapi meninggal dunia 

sebelum sempat melaksanakannya, sehingga muncul pertanyaan apakah 

hak atau biaya yang telah dibayarkan dapat dialihkan kepada ahli warisnya. 

Di Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bengkulu, pelaksanaan pelimpahan 

porsi haji mengikuti prosedur yang telah ditetapkan secara nasional oleh 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Meski demikian, terdapat sejumlah 

tahapan khusus yang harus dipenuhi oleh keluarga atau ahli waris jika ingin 

melaksanakan ibadah haji atas nama jamaah yang telah meninggal dunia 

atau mengalami sakit permanen sebelum menunaikan ibadah tersebut. 

Ketentuan mengenai pelimpahan porsi haji bagi jamaah yang wafat 

sebelum keberangkatan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, 

Keputusan Direktur Jenderal Haji Nomor 130, serta Standar Operasional 

Prosedur (SOP) Nomor 245. Regulasi ini menyebutkan bahwa apabila 

seorang jamaah haji yang telah terdaftar meninggal dunia sebelum 

keberangkatan, hak atas porsi hajinya dapat dialihkan kepada ahli waris yang 

sah. Ahli waris yang berhak menerima pelimpahan ini meliputi suami atau istri, 

anak kandung, saudara kandung, serta ayah atau ibu, sebagaimana diatur 

dalam peraturan yang berlaku. Sebaliknya, menantu, cucu, keponakan, atau 

anggota keluarga lainnya tidak termasuk dalam kategori ahli waris yang 

berhak menerima pelimpahan porsi haji. Ketentuan ini memberikan batasan 

yang jelas mengenai pihak-pihak yang dapat memperoleh hak atas porsi haji 

yang belum digunakan. 

Pelimpahan porsi haji hanya dapat dilakukan bagi jamaah yang telah 

terdaftar dalam Sistem Komputerisasi Haji Terpadu (Siskohat). Prosedur 

pelimpahan ini terdiri dari beberapa tahapan, yaitu: 

1. Pengajuan permohonan oleh ahli waris dengan menyertakan dokumen 

pendukung, seperti akta kematian, surat kuasa pelimpahan, serta dokumen 

kependudukan. 

2. Verifikasi dokumen oleh Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. 

3. Validasi data oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi. 

4. Pembukaan blokir nomor porsi haji oleh Direktorat Jenderal Penyelenggaraan 

Haji dan Umrah. 

Dalam praktiknya, terdapat beberapa kendala dalam proses pelimpahan 

porsi haji, di antaranya kurangnya pemahaman masyarakat terhadap prosedur 

yang berlaku, hambatan dalam administrasi, serta potensi konflik di antara ahli 
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waris dalam menentukan penerima pelimpahan. Oleh karena itu, diperlukan 

perbaikan sistem pelayanan agar prosedur ini dapat berjalan lebih efisien. 

Salah satu solusi yang dapat diterapkan adalah digitalisasi proses pendaftaran 

dan validasi dokumen untuk meningkatkan transparansi serta mempermudah 

akses bagi masyarakat. Dengan sistem yang lebih terintegrasi, diharapkan 

proses pelimpahan porsi haji dapat berjalan lebih efektif dan memberikan 

kejelasan bagi ahli waris. 

Pelimpahan nomor porsi haji hanya berlaku bagi jamaah yang meninggal 

dunia atau mengalami sakit permanen. Ketentuan terkait proses ini telah diatur 

dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) berdasarkan Keputusan Direktur 

Jenderal Nomor 245 Tahun 2021, yang juga diterapkan di Kanwil Kementerian 

Agama Provinsi Bengkulu. 

Ketentuan umum dalam keputusan Dirjen Nomor 245 tahun 2021 

sebagai berikut: 

1. Jamaah haji adalah warga negara yang beragama Islam yang telah 

mendaftarkan diri untuk menjalankan ibadah haji sesuai dengan persyaratan 

yang ditetapkan.  

2. Pelimpahan nomor porsi adalah pengalihan nomor porsi jamaah haji yang sakit 

permanen atau meninggal dunia kepada penerima pelimpahan; 

3. Nomor porsi jemaah haji sakit permanen atau meninggal dunia sebelum 

keberangkatan dapat dilimpahkan kepada suami, istri, ayah, ibu, anak kandung 

atau saudara kandung; 

4. Calon penerima penyimpanan nomor porsi jamaah haji sakit permanen atau 

meninggal dunia beragama Islam dan telah berusia minimal 12 tahun Pada saat 

pengajuan pelimpahan. 

5. Pelimpahan nomor porsi jamaah haji sakit permandian atau meninggal dunia 

hanya diberikan satu kali; 

6. Jamaah haji sakit permanen atau meninggal dunia memiliki lebih dari satu 

Nomor porsi, pelimpahan nomor porsi hanya diberikan 1 nomor porsi untuk 

pemberangkatan terdekat dan nomor porsi lain dibatalkan; 

7. Jamaah haji yang meninggal dunia setelah masuk asrama haji antara atau 

asrama haji embarkasi sebelum keberangkatan, nomor porsinya tidak dapat 

dilimpahkan; 

8. Jamaah haji setelah masuk asrama haji yang berkasih antara atau asrama haji 

embarkasi mengalami sakit dan meninggal di dunia di tanah air setelah masa 

pemberangkatan berakhir nomor polisi dapat dilimpahkan; 
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9. Pengajuan permohonan pelimpahan nomor porsi dilakukan melalui Kantor 

Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat jamaah haji mendaftar; 

10. Pelimpahan nomor porsi dilakukan pada Kantor Wilayah Kementerian Agama 

Provinsi atau Kantor/layanan keliling Kementerian Agama Kabupaten/Kota, 

sesuai jadwal yang telah diterbitkan kantor wilayah provinsi Kementerian 

Agama. 

5. Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai manajemen 

pelayanan pelimpahan porsi haji kepada ahli waris di Kanwil Kementerian Agama 

Bengkulu Tahun 2024M/1445H, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Manajemen pelayanan pelimpahan porsi haji di Kanwil Kementerian Agama 

Provinsi Bengkulu memainkan peran penting dalam penyelenggaraan ibadah 

haji yang aman, tertib, dan lancar di Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan ini 

bergantung pada manajemen yang efisien, efektif, serta sesuai dengan regulasi 

yang berlaku, seperti yang tercantum dalam UU No. 8 Tahun 2019, Keputusan 

Dirjen No. 130, dan SOP No. 245. Diperlukan sistem yang cepat dan tepat agar 

pembinaan, pelayanan, dan perlindungan jamaah haji dapat berjalan optimal, 

sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap 

tahapannya. 

2. Proses pelimpahan porsi haji kepada ahli waris mengacu pada UU No. 8 Tahun 

2019, Keputusan Dirjen No. 130, dan SOP No. 245. Pelimpahan ini berlaku bagi 

jamaah haji yang meninggal dunia atau mengalami sakit permanen sebelum 

menunaikan ibadah haji. Ahli waris yang berhak menerima pelimpahan 

mencakup suami, istri, anak kandung, saudara kandung, serta orang tua, 

sedangkan menantu dan cucu tidak termasuk dalam kategori penerima. Proses 

pelimpahan dilakukan melalui Kantor Kementerian Agama dengan persyaratan 

tertentu, salah satunya adalah pelimpahan hanya dapat dilakukan satu kali dan 

hanya berlaku untuk nomor porsi dengan jadwal keberangkatan terdekat. 

Berdasarkan itantangan iyang iditemukan, idisarankan iagar 

iKementerian iAgama iprovinsi memperbaiki iakses ilayanan idengan 

imemanfaatkan iteknologi iinformasi, iseperti imengembangkan iplatform idigital 

iyang ilebih imudah idigunakan iuntuk imempermudah ikomunikasi idan 

ipenyampaian iinformasi imengenai ipelimpahan iporsi ihaji. iSelain iitu, iperlu 

idilakukan ipeningkatan ifasilitas ikomunikasi idan iprogram ipenyuluhan ibagi 

iahli iwaris iyang iberada idi idaerah iterpencil, ibaik imelalui ipusat ilayanan 

iinformasi ilokal imaupun iaplikasi iberbasis isistem iinformasi iyang idapat 

idiakses idengan imudah. iSelain iitu, ipertimbangan ipeningkatan isarana 
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itransportasi, iseperti imenyediakan ilayanan itransportasi ikhusus ibagi iahli 

iwaris iyang imemerlukan iakses ike iKemenag, ijuga idapat idilakukan. 

iPenguatan iprogram ipelatihan idan iedukasi iterkait iteknologi ibagi icalon 

ijemaah ihaji idan iahli iwaris isangat idiperlukan iagar imereka idapat 

imengoptimalkan ipenggunaan iteknologi iuntuk imendapatkan iinformasi iyang 

itepat idan iterpercaya. 
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